Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG

KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan
Pengangkutan Zat Radioaktif;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
1945;

2. Undang-undang Nomor 10  Tahun 1997  tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi
Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3992);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3993);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN
PENGANGKUT-AN ZAT RADIOAKTIF.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengangkutan zat radioaktif adalah pemindahan zat radioaktif dari suatu
tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan
sarana angkutan darat, air atau udara.

Pengangkut adalah orang atau badan yang melakukan pengangkutan zat
radioaktif.

Pembungkus adalah perangkat komponen yang diperlukan untuk mengungkung
zat radioaktif sepenuhnya, dapat terdiri dari satu wadah atau lebih, bahan
penyerap, kerangka, penahan radiasi, peralatan untuk mengisi dan
mengosongkan, pengatur ventilasi dan tekanan, dan peralatan untuk
pendinginan, peredam goncangan, untuk pengangkutan dan pengokohan, untuk
penahan panas, dan peralatan.

Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif di dalamnya, yang
disiapkan untuk diangkut.

Pengirim adalah orang atau badan yang menyiapkan pengiriman untuk
pengangkutan zat radioaktif dan dinyatakan dalam dokumen pengangkutan.
Penerima adalah orang atau badan yang menerima zat radioaktif dari Pengirim
dan dinyatakan dalam dokumen pengangkutan.

Kecelakaan radiasi adalah kejadian yang tidak direncanakan termasuk kesalahan
operasi, kerusakan ataupun kegagalan fungsi alat atau kejadian lain yang
menjurus timbulnya dampak radiasi, kondisi paparan radiasi, dan atau
kontaminasi yang melampaui batas keselamatan.

Tangki adalah kontener tangki, tangki portabel, kendaraan tangki, kereta
tangki atau wadah dengan kapasitas tidak kurang dari 450 (empat ratus
limapuluh) liter untuk cairan, bubuk, butiran, bubur atau padatan yang semula
dimuat sebagai gas atau cairan, dan kemudian menjadi padat, tidak kurang dari
1000 (seribu) liter untuk gas yang dimuat dan dikosongkan tanpa perlu
dibongkar, mempunyai stabilisator dan pengokoh pada bagian luarnya, dan
tetap dapat diangkat walaupun terisi penuh.

Badan Pengawas adalah badan yang bertugas melaksanakan pengawasan
terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.



BAB I
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang keselamatan pengangkutan zat
radioaktif yang meliputi perizinan, kewajiban dan tanggung jawab,
pembungkusan, program proteksi radiasi, pelatihan, program jaminan kualitas,
jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat radioaktif dengan sifat bahaya lain,
dan penanggulangan keadaan darurat.

Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk pengangkutan bahan nuklir.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk:

a. pemindahan zat radioaktif di dalam suatu instalasi;

b. zat radioaktif yang dipasang atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia
atau binatang hidup untuk diagnosa dan atau terapi;

C. zat radioaktif yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana
angkutan;

d. zat radioaktif dalam bentuk barang atau produk konsumen; dan

e. zat radioaktif yang berasal dari alam dalam ukuran tertentu.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan,
ketentraman, dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta
perlindungan terhadap harta benda dan lingkungan hidup selama pengangkutan
zat radioaktif.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan keselamatan pengangkutan zat radioaktif, Pengirim dan
Penerima harus menerapkan prinsip :

a. zat radioaktif tidak keluar dari wadahnya baik dalam kondisi
pengangkutan normal maupun dalam kondisi kecelakaan;

b. paparan radiasi di luar bungkusan dalam batas aman;

C. bahan nuklir dalam pengangkutan harus tetap dalam kondisi subkritis;
dan

d. panas yang ditimbulkan oleh zat radioaktif dapat dilepaskan secara



sempurna.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan Pengawas.

BAB IlI
PERIZINAN

Pasal 6

Pengangkutan zat radioaktif hanya dapat dilakukan bila Pengirim dan Penerima
zat radioaktif telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Badan
Pengawas.

Selain izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum
pengangkutan dilaksanakan, Pengirim harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan pengiriman dari Badan Pengawas.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Badan Pengawas.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Sebelum pelaksanaan pengangkutan Pengirim wajib:

a. memberikan informasi yang lengkap dan benar secara tertulis kepada
Pengangkut tentang bungkusan, bahaya radiasi dan sifat bahaya lain yang
mungkin terjadi, dan cara penanggulangannya;

b. memberikan tanda, label, dan atau plakat pada kendaraan angkutan
jalan dan jalan rel;

C. memberikan petunjuk secara tertulis kepada Pengangkut apabila tidak
mungkin menyerahkan bungkusan kepada Penerima; dan

d. menyiapkan proteksi fisik selama pengangkutan bahan nuklir.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya
meliputi :

a. pemberitahuan kepada Pengirim dan Badan Pengawas;
b. penyimpanan bungkusan di tempat yang aman; dan
C. pengembalian bungkusan kepada Pengirim.

Pasal 8

Pengirim bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita Pengangkut dan
atau pihak lain sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
Pasal 9

Pengirim wajib memberikan kesempatan kepada Badan Pengawas untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengangkutan.

Pasal 10

Pengirim wajib segera memberitahukan kepada Penerima mengenai saat
datangnya bungkusan di tempat tujuan.

Pasal 11

Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan bungkusan yang diangkut
sejak menerima dari Pengirim sampai saat penyerahan kepada Penerima,
kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian pengangkutan.

Apabila terjadi kerusakan selama pengangkutan, Pengangkut harus
memberitahukan kepada Badan Pengawas dan Pengirim, dan mengawasi akses
ke bungkusan.

Dalam hal terjadi penyitaan oleh yang berwajib atau bungkusan hilang,
Pengangkut harus melaporkan kepada Badan Pengawas dan Pengirim.

Pasal 12

Pada saat menerima bungkusan dari Pengangkut, Penerima harus memeriksa
bungkusan dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kebocoran.

Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kebocoran bungkusan, Penerima harus
langsung melakukan pengukuran tingkat radiasi dan atau kontaminasi.

Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaporkan
kepada Badan Pengawas dan Pengirim paling lama 5 (lima) hari sesudah
dilakukan pengukuran.

Dalam hal kerusakan dan atau kebocoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat menyebabkan bahaya radiasi dan atau kontaminasi, Penerima wajib
melakukan tindakan pengamanan sesuai dengan cara penanggulangan yang
tercantum dalam dokumen pengangkutan.

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilaporkan
kepada Badan Pengawas dan Pengirim paling lama 5 (lima) hari setelah
dilakukan tindakan pengamanan.

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.



